BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Masalah sampah di Indonesia masih menjadi polemik. Jumlah dan jenis
sampah terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan
teknologi. Namun laju solusi pengelolaan sampah masih tertinggal. Hal ini terbukti
dengan produksi sampah yang mencapai 67,8 juta ton per tahun. Sampah organik-
lah yang mendominasi jenis sampah di Indonesia hingga mencapai 60% dan disusul
sampah plastik 14%. Berbagai TPA di wilayah Indonesia pun melebihi kapasitas,
seperti TPA Bantar Gebang (Bekasi), TPA Piyungan (Yogyakarta), TPA Sarimukti
(Bandung), TPA Terjun (Medan), dan TPA Suwung (Denpasar) (Saraswati, 2022).

Penyebab tingginya produksi sampah organik yaitu tingginya sampah sisa
makanan (food waste). Berdasarkan data UNEP Food Waste Index Report 2021,
sampah sisa makanan yang dihasilkan di dunia sebesar 931 juta ton per tahun 2019.
61% sampah tersebut berasal dari sektor rumah tangga, 26% dari industri makanan
dan 13% dari retail (Forbes et al., 2021). Di Indonesia pun didominasi oleh sampah
sisa makanan yang produksinya mencapai 23-48 juta ton tiap tahunnya
(KemenLHK, 2022; Saraswati, 2022) Dampak sampah sisa makanan dapat
mengancam kelangsungan hidup manusia. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan
gas rumah kaca, pemborosan lahan, air bersih, dan energi. Gas metana yang
dihasilkan dapat meningkatkan produksi rumah kaca yang jauh lebih berbahaya dari

CO2 dan klorofluorokarbon (CFC), yang dapat memicu peningkatan penyerapan



radiasi inframerah dan kenaikan suhu bumi yang memperparah dampak perubahan
iklim dan pemanasan global.

Dengan demikian, peningkatan volume sampah yang terjadi seiring dengan
pertumbuhan penduduk pesat dan perubahan pola konsumsi penduduk di daerah
perkotaan, maka sampah masih menjadi masalah penting di perkotaan. Hal ini
dialami oleh hampir seluruh kota di Indonesia (Suryani, 2014). Setiap kota memiliki
strategi pengelolaan sampahnya masing-masing. Pengelolaan sampah merupakan
wujud pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan
publik untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman dan asri
(Dwiyanto, 2011). Pengelolaan sampah juga merupakan pelayanan publik yang
menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana
diatur dalam UU No. 18 tahun 2008. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan
pengelolaan  sampah adalah  kegiatan  sistematis, menyeluruh, dan
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (UU
No.18, 2008).

Tumpukan dan penanganan sampah yang tidak baik secara tidak langsung
berkontribusi terhadap bencana banjir dan sumber penyakit. Bencana yang
disebabkan oleh melubernya sampah pada dasarnya dapat ditekan asalkan ada
kesadaran masyarakat untuk peduli pada lingkungan, diantaranya dengan cara
memilah sampah organik dan anorganik. Kepedulian sampah dapat dilihat melalui
perlakuan mengelola sampah, paling tidak yang dilakukan di rumah, namun data
masih menunjukkan masyarakat belum sepenuhnya sadar lingkungan (Wulansari et

al., 2020)



Berdasarkan catatan Greeneration Foundation dalam (Igbal, 2019), sebuah
lembaga non-pemerintah yang perhatian pada permasalahan sampah, rata-rata
masyarakat Indonesia yang tinggal di perkotaan memproduksi sekitar 0,5kilogram
sampah per hari. Hal ini menandakan bahwa peningkatan populasi pada sebuah kota
atau kawasan akan berbanding lurus dengan volume sampah yang dihasilkan.

Catatan ini didukung oleh data Statistik Lingkungan Hidup Indonesia
(SLHI) 2018 menunjukkan bahwa sekitar 8,75 persen rumah tangga memilah
sampah dan sebagian dimanfaatkan, 10,09 persen memilah sampah lalu dibuang,
dan sisanya persentase lebih banyak yang tidak memilah sampah. Hasil Survey
Sosial Ekonomi Sosial (SUSENAS) BPS pun memperlihatkan hanya 1,2 persen
rumah tangga yang mendaur ulang sampah. Hal ini pun didukung oleh data Laporan
Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup di Indonesia dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPS, 2018) sebanyak 0,72% kesadaran
masyarakat akan pengelolaan sampah lebih tinggi dibanding pengelolaan energi

(0,16%), penghematan air (0,44%), dan transportasi pribadi (0,71%).
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Gambar 1. 1 Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Indonesia



Mengelola sampah bukan hanya persoalan teknis tentang bagaimana
mengumpulkan dan kemudian mengirimkan sampah ke tempat penampungan
sementara (TPS) atau tempat pemrosesan akhir (TPA), namun kegiatan pengelolaan
sampah juga melibatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam mengelola
sampah (Hendra, 2016; Sidiq & Prawira, 2019). Oleh karena itu, pengelolaan
sampah merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi tanggung
jawab pemerintah Kota atau Kabupaten (Qodriyatun, 2015)

Kelembagaan, kebijakan, operasional, keuangan, dan partisipasi masyarakat
sangat penting untuk terwujudnya pengelolaan sampah terpadu. Kelembagaan
terkait dengan adanya lembaga yang membidangi pengelolaan sampah (Siswantini
& Mahestu, 2018). Kebijakan terkait ketersediaan aturan pengelolaan sampah di
tingkat nasional, kabupaten, dan kota. Operasional mengacu pada ketersediaan
sistem pengelolaan sampah yang didukung oleh sarana dan prasarana untuk
mengoperasikan sistem yang baru dibangun. Pembiayaan merupakan komitmen
kesesuaian anggaran pengelolaan sampah, dan keterlibatan masyarakat, serta situasi
dan kondisi yang memungkinkan terlaksananya peran dan partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan sampah (Puspa, 2017).

Tantangan untuk menjadi kawasan perkotaan sebagai tempat yang nyaman
untuk tinggal dan mewujudkan kota yang bersih dan hijau merupakan isu global
yang harus dipikirkan solusinya ke depan oleh semua pihak. Berdasarkan riset
(Purbani, 2017), aspek fisik lingkungan perkotaan yang perlu menjadi perhatian
bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah meliputi: (1) Pengelolaan Sampah

Lingkungan Kota; (2) Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah; (3) Pencemaran



Udara; (4) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); sementara aspek non-fisik
lingkungan, meliputi: (1) Manajemen dan Kelembagaan; (2) Penegakan Hukum
dan Peraturan.

Sejumlah kota metropolitan di Indonesia menjadi penyumbang sampah
terbesar. Upaya kota mengurangi sampah, tak sebanding dengan produksi sampah
yang dihasilkan (Rosalina et al., 2020) Kota metropolitan dan kota besar di
Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, merupakan kontributor
penyumbang sampah terbesar di Indonesia (CIMBNiaga, 2018; Rosalina et al.,
2020). Data ini didukung oleh SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah
Nasional) pada 2020 tentang pengurangan sampah setiap Kabupaten dan Kota yang
diunggah ke SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK,
2022), sebanyak 58 daerah yang memiliki jumlah penduduk sangat banyak,
produksi sampahnya besar pula. Daerah ini memiliki peran signifikan dalam
pengelolaan sampah di Indonesia, termasuk pada aspek pengurangannya.

Merujuk pada temuan (Rosalina et al., 2020), diantara kota-kota
penyumbang sampah sejumlah metropolitan besar yang tercatat pada SIPSN
(Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) KemenLHK telah mengurangi
sampah diatas rata-rata nasional, yaitu Kota Bandung, pada 2020 tercatat telah
mengurangi 8% sampah, sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kota Bandung, Dudy Prayudi, bahkan mengklaim sudah mencapai 20%,
menurutnya hal ini didukung oleh aktivitas dan peran stakeholder termasuk
kelompok-kelompok pegiat lingkungan yang bergerak mendampingi kewilayahan

(Wawancara, 15 Desember 2022). Pada tahap awal riset ini pun, peneliti



mengkonfirmasi data dukung dengan mewawancarai Direktur Pengelolaan Sampah
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Novrizal Tahar, dikatakan bahwa:
“Kota Bandung punya masalah sampah, Bandung kan gak punya TPA, tapi
memang kita lihat punya banyak program, gerakan-gerakan seperti
KangPisMan itu ya, sama seperti Kota Surabaya yang udah lebih dulu
melibatkan partisipasi publik waktu sama Bu Tri Risma, nah Bandung ini saya
lihat walaupun kepemimpinannya berganti, tapi ada green movement-nya, ada
banyak kelompok-kelompok pegiat lingkungan yang ngumpul bareng mikirin
masalah sampah di Bandung. ” (Wawancara, 16 Juni 2022)
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Bandung merupakan salah satu kota di
Indonesia yang mempunyai aksi green-movement (meminjam istilah yang
disampaikan Novrizal Tahar, 2022) dari kelompok-kelompok pegiat lingkungan
untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Terlebih saat pemerintah daerah
mulai memikirkan dan merancang berbagai program dan kebijakan dalam upaya
pengurangan, penanganan sampah dari hulu dan juga gerakan partisipasi
masyarakat.

Bandung, sebagai kota dengan jumlah penduduk terbesar ke-3 di Indonesia
berdasarkan Badan Pusat Statistik (2018) berjumlah hampir 2.490.622 jiwa dengan
wilayah Kota Bandung yang berkisar 167 km2. Kepadatan dan pertumbuhan
penduduk yang tinggi, membuat Bandung tumbuh menjadi kota metropolitan,
tujuan wisata dan urbanisasi, dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi serta
wisatawan yang banyak, aktifitas di Bandung menjadi kurang kondusif. Kondisi
Bandung semakin lama semakin kotor, banyaknya sampah menjadi persoalan serius

yang dihadapi Kota Bandung (Sembiring, 2015). Sampah menjadi salah satu

“pekerjaan rumah” permasalahan lingkungan hidup di Kota Bandung.



Jika dilihat dari hasil evaluasi DLHK Kota Bandung terkait isu lingkungan
hidup di Kota Bandung menunjukkan adanya beberapa permasalahan yang perlu
ditangani, diantaranya adalah (1) masalah kualitas air Kota Bandung, (2) kualitas
udara Kota Bandung masih berada pada status “kurang”, (3) cakupan sampah yang
dikelola secara Landfill masih sangat tinggi, (4) cakupan sampah yang diubah
menjadi energi masih sangat rendah, (5) emisi GRK (gas rumah kaca) terlihat ada
penurunan tetapi emisi dari sektor pengolahan sampah dan limbah belum
teridentifikasi dengan baik (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Bandung, 2018).

Memang secara historis, Bandung yang dijuluki sebagai Kota Kembang,
nyatanya pernah menyandang status sebagai kota Sampah, karena banyaknya
sampah yang tidak terkelola dengan baik dan berserakan di mana-mana dengan
volume yang besar. Dampaknya, lingkungan menjadi bau dan kotor, penurunan
kesehatan masyarakat, banjir, serta hilangnya keindahan kota. Tepatnya pada tahun
2005, Bandung pernah memiliki pengalaman buruk yakni saat TPA meledak dan
Bandung menjadi lautan sampabh, tentu hal ini jangan sampai terulang. Namun saat
ini bom waktu TPA yang semakin penuh akan mungkin terjadi lagi manakala
pengelolaan sampah tidak ditangani dengan serius. Berita terkait tragedi longsor

sampah TPA Leuwigajah pada tahun 2005 dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 1. 2 Berita Tragedi Longsor TPA Lerigaj'ahA (Pikifan Rakyat
21/2/2005)
(Sumber: PD. Kebersihan Kota Bandung)

Jika dilihat dari data kondisi persampahan di Jawa Barat pun, perbandingan
jumlah penduduk, volume produksi sampah dan volume sampah yang ditangani di
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung dengan jumlah penduduk
sekitar 2,5 juta jiwa memiliki volume produksi sampah yang paling tinggi

dibanding kota lainnya di Jawa Barat.
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Gambar 1. 3 Kondisi Persampahan di Jawa Barat
Berdasarkan permasalahan lingkungan hidup inilah pada akhirnya

Pemerintah Kota Bandung memprioritaskan isu strategis yang dicanangkan sejalan



dengan visi misi dan program Walikota dan Wakil Walikota dalam setiap
periodenya, khususnya pada periode tahun 2018-2023 ini visinya adalah
“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis”.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan (DLHK) Kota Bandung memiliki fungsi membantu Wali Kota dalam
menjalankan misi untuk mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata
ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang
berkualitas dan berwawasan lingkungan, dalam hal ini adalah urusan lingkungan
hidup dan persampahan. Beranjak dari visi misi tersebut diperlukan adanya
kolaborasi yang baik dalam menangani berbagai permasalahan diantaranya adalah
komunikasi yang efektif antar stakeholder sebagai pemangku kepentingan dalam
merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan lingkungan hidup ini,
yakni Pemerintah Kota Bandung bersama elemen masyarakat sebagai pemerhati
lingkungan hidup dan sampah.

Permasalahan sampah yang dialami Kota Bandung menunjukkan angka
yang tidak sedikit yaitu mencapai 1500 ton/hari (Data PD Kebersihan Kota
Bandung, 2020). Merujuk pada riset peneliti sampah dari ITB, Enri Damanhuri,
masyarakat Kota Bandung memproduksi sampah 0,6 kg/orang, artinya pengangkut
sampah membuang sisa residu ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sarimukti
berkisar 240 sampai 260 truk setiap hari atau sama dengan 1200 hingga 1400 ton
per hari, padahal TPA Sarimukti sudah melebihi kapasitas ini pun akan tutup di
tahun 2024 dan akan dialihkan ke TPA Legoknangka di daerah Nagrek

Kab.Bandung yang direncanakan mulai beroperasi pada 2025. Namun pengalihan
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ini akan menghadapi berbagai hambatan. Humas PD Kebersihan Kota Bandung
menyatakan secara adminitratif TPA Legoknangka masuk dalam kewenangan
Pemprov Jawa Barat, artinya Kota Bandung dan kota/kabupaten lainnya hanya
sebagai pengguna, selain juga adanya kendala letak geografis, sosial dan ekonomi,
yaitu jarak menuju TPA Legoknangka yang jauh akan menyedot APBD hanya
sekedar urusan sampah.

Permasalahan lain adalah banjir yang seringkali masih terjadi di sejumlah
titik di Kota Bandung di setiap musim penghujan. Salah satu faktor penyebabnya
disinyalir karena sampah yang memenuhi saluran air. Sebagaimana pernyataan
Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyana, dalam tulisan (Riyadi, 2020) bahwa
upaya meminimalisir sudah dilakukan Pemkot Bandung dengan membangun
sejumlah embung air atau danau retensi. Namun ternyata perilaku membuang
sampah ke sungai masih tetap dilakukan, hal ini menyebabkan seolah pembangunan
danau retensi ini menjadi sia-sia.

Hingga saat ini Pemkot Bandung masih terus berupaya dan melakukan
inovasi untuk mencari solusi penanganan sampah. Permasalahan ini menjadi krusial
sebab ada kemungkinan terulang kembali Bandung “kota sampah”. Berdasarkan
riset yang dilakukan oleh (Surakusumah, 2008), beberapa permasalahan sampah di
Kota Bandung yang masih belum terselesaikan adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat Bandung akan sampah yang masih rendah.
2. Kemampuan pelayanan PD Kebersihan Kota Bandung yang masih belum

optimal.
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3. Masyarakat tidak memilah sampah organik dengan non-organik, padahal
sampah organik inilah yang merupakan komposisi terbesar dari sampah
Kota Bandung, hal ini menyebabkan pengelolaan sampah menjadi lebih
sulit dan tidak efisien dibanding yang sudah terpilah.

4. Keterbatasan lahan TPA, sehingga diperlukan ekspansi melalui kerjasama
dan koordinasi dengan berbagai pihak.

5. Penegakan hukum (law inforcement) yang tidak konsisten, sebagaimana
yang tertuang dalam kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018
tentang pengelolaan sampah beserta sanksi bagi pelanggar.

Kembali ke awal bahwa permasalahan sampah tidak terlepas dari
pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk menyelamatkan bumi. Hal
ini memerlukan kesadaran kolektif untuk secara bersama-sama menjaga lingkungan
hidup, dalam hal ini melihat realitas permasalahan sampah di Kota Bandung di atas.
Dengan demikian diperlukan upaya yang lebih serius dalam membangun dan
meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap lingkungan hidup
agar tidak terus terjadi kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan. Disinilah
pentingnya peran dan strategi pemerintah dalam mengomunikasikan kesadaran dan
kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup.

Sebenarnya berbagai kebijakan lingkungan telah dikeluarkan Kota Bandung
dalam mengatasi masalah sampah, antara lain Bandung Berhiber (Bersih Hijau
Berbunga), Waste to Energy (WTE)-PLTs, Gerakan Sejuta Biopori, Bandung Juara

Bebas Sampah (BJBS), Gerakan Pungut Sampah (GPS), Selamat Tinggal
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Styrofoam, Kawasan Bebas Sampah (KBS), KangPisMan, Buruan SAE, Bayar
PBB dengan Sampah, Nabung Sampah Dapat Emas, dan sebagainya.

Berdasarkan wawancara pra-riset kepada salah seorang pegiat lingkungan
yang juga merupakan kolaborator gerakan KangPisMan, Tini Martini (wawancara
pra-riset, 2020), dikatakan bahwa capaian target pengurangan sampah di tahun 2025
masih jauh, target pengurangan sampah baru mencapai 4 persen saja. Kalau dilihat
dari signifikansi dengan program KangPisMan, hal ini belum mengurangi timbulan
sampah di Kota Bandung secara maksimal, butuh proses panjang agar mendekati
target 30 persen pengurangan sampah dan 70 persen pengolahan sampah pada tahun
2025 nanti.

Sejumlah studi dan literatur pengelolaan sampah mendukung perlunya
partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan karena akan
menguntungkan warga dan pemerintah (Stavchuk, 2005). Kebijakan dan program
diadopsi untuk kepentingan warga dan dianggap sebagai keputusan mereka sendiri.
Program pengelolaan sampah dikembangkan bersama dengan publik, tidak hanya
memperoleh dukungan dalam implementasi yang berhasil, tetapi juga
menghilangkan kemungkinan konflik (Tacis, 2003). Sisi lain dari partisipasi publik
adalah membawa minat pada isu penanganan sampah, dan memastikan bahwa
informasi diberikan untuk warga sehingga warga akan mencari lebih banyak
informasi atau pengetahuan tentang penanganan sampah.

Eden, 1996 dalam (Fenech, 2002) menyatakan bahwa salah satu cara menata
partisipasi publik dilakukan melalui prosedur dengar atau jajak pendapat (public

hearing) yang dilakukan antara Dinas Kota dengan masyarakat setempat untuk
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membahas sistem pengumpulan sampah, infrastruktur dan mengembangkan
kampanye komunikasi dimana warga sendiri mau merekomendasikan informasi
mana yang akan mempengaruhi perilaku mereka. Namun memang melibatkan
warga dalam prosedur seperti ini dipandang sebagai tantangan karena hanya sedikit
warga yang mau berpartisipasi di dalamnya (SustainableCityDevelopment, 2005).

Perjalanan Kota Bandung menuju Zero Waste City (ZWC) atau Kawasan
Bebas Sampah tidak dapat dilepaskan dari upaya bersama kelompok pegiat
lingkungan (NGO), yaitu YPBB dan kelompok Bandung Juara Bebas Sampah
(BJBS) yang merupakan forum para pegiat lingkungan di Kota Bandung, terdiri
dari akademisi, konsultan, dan juga komunitas. Pada 2013, YPBB merintis ZWC di
Kelurahan Sukaluyu-Cibeunying Kaler, Kelurahan Sukamiskin-Arcamanik, dan
Kelurahan Babakan Sari-Kiaracondong. Konsep ini dijalankan dengan model
pendampingan penuh bersama Pemerintah/DLH, dan Neglasari yang didampingi
YPBB tanpa pengawalan DLH. Sama halnya Cibunut pendampingan GSSI dan
DLH.

Hal ini menunjukkan adanya gerakan akar rumput yang mulai merintis
berbagai aksi perubahan perilaku penanganan sampah di masyarakat. Sebagaimana
wawancara pra riset (Gungun Saptari Hidayat, 2020) diketahui bahwa gerakan
KangPisMan pun merupakan program yang ditawarkan saat jelang pemilihan
Walikota-Wakil Walikota di tahun 2018 yang merupakan bagian dari penanganan
isu lingkungan hidup dan sampah di Kota Bandung.

Dalam kesempatan tersebut, ide yang digagas oleh Forum Bandung Juara

Bebas Sampah (BJBS) yang terdiri dari beberapa kelompok aktivis lingkungan di
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Kota Bandung ini diantaranya YPBB, GSSI, Sahabat Kota, Hijau Lestari, dan
Walhi, disampaikan kepada pasangan kandidat Calon Walikota-Wakil Walikota,
ternyata mendapat respon kuat dari pasangan yang ketika itu terpilih sebagai
Walikota-Wakil Walikota Bandung periode 2018-2023 (Oded-Yana). Sejak saat
itulah di awal program 100 hari kerja Walikota Bandung terpilih, KangPisMan
menjadi salah satu program unggulan yang hingga saat ini dijalankan dan
dikomunikasikan secara intensif dalam berbagai kegiatan pemerintahan dengan
selalu mengucapkan salam KangPisMan dan mengacungkan simbol KangPisMan
(salam 3 jari 3R versi kedaerahan/Sunda); KangPisMan (Kurangi, Pisahkan,
Manfaatkan) = 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Inilah yang menjadi daya tarik dan
keunikan, simbol KangPisMan sebagai ikon penanganan sampah di Kota Bandung
yang tidak dimiliki oleh Pemerintahan Kota lainnya yang ada di Indonesia pada
umumnya.

Program KangPisMan ini memprioritaskan pelaksanaan Kawasan Bebas
Sampah di 8 kelurahan sebagai Kawasan percontohan di tahap awal, yang kemudian
menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Sampah dan ditetapkan pada 16 Oktober 2018. Peraturan daerah ini
menguatkan kerja-kerja rintisan YPBB, GSSI, Greeneration, Waste4Change yang
tergabung dalam Forum BJBS (Bandung Juara Bebas Sampah) untuk terus
mendorong dan mengawal berbagai kebijakan persampahan di Kota Bandung
dengan menegaskan penanganan sampah melalui serangkaian kegiatan yang

meliputi pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.



15

Penanganan sampah secara terintegrasi pada prinsipnya memerlukan
penguatan terlebih dahulu di sisi pemerintahan itu sendiri, agar tujuan dan
komitmennya jelas dalam menentukan langkah atau upaya-upaya Yyang
komunikatif. Disinilah memunculkan “kegemasan” dari beberapa komunitas
kelompok peduli lingkungan tersebut untuk melakukan relasi dan berkomunikasi
dalam mendorong (supporting) dan mengawal pemerintah agar dapat
mengeluarkan dan melaksanakan berbagai kebijakan yang pro-lingkungan secara
berkelanjutan.

Komunikasi diyakini dapat memberikan platform yang menjembatani
proses pertukaran pesan, informasi, ide, gagasan dan kebijakan. Penelitian ini
diharapkan menjadi dasar teoritis untuk mengkaji isu-isu lingkungan melalui
komunikasi untuk mencapai kesepemahaman diantara pemangku kepentingan,
yakni melalui pendekatan komunikasi kolaboratif dan partisipatoris.

Hal ini senada dengan asumsi ekologi politik (Robbins, 2012) yang mana
perlu menginformasikan pembuat kebijakan dan organisasi tentang kompleksitas
lingkungan sekitar dan pembangunan, sehingga berkontribusi pada tata kelola
lingkungan yang lebih baik, memahami keputusan yang diambil masyarakat
tentang lingkungan alam dalam konteks politik lingkungan dan peraturan sosial
mereka, kemudian melihat bagaimana hubungan yang tidak setara dalam dan antar
masyarakat yang akan mempengaruhi lingkungan alam, terutama dalam konteks
kebijakan pemerintah.

Sebutan lain dari ekologi politik (ekopolitik) yaitu green politics, adalah

sebuah perspektif politik yang bertujuan untuk mendorong masyarakat
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berkelanjutan yang secara ekologis berakar pada lingkungan hidup, non-kekerasan,
keadilan sosial, dan demokrasi akar rumput (Wall, 1994). Hal ini didukung oleh
(Paterson, 2001) bahwa green politics sebenarnya bermakna ideologi politis yang
sangat kental dengan nuansa ekologis, kelestarian lingkungan hidup, dan demokrasi
partisipatoris.

Pemikiran green politics ini memberi peluang pada berbagai lapisan
masyarakat untuk mendorong pemerintah melalui aktivitas atau gerakan peduli
lingkungan yang berorientasi pada pembuatan atau menghasilkan dan
melaksanakan kebijakan politik pemerintah yang menyeimbangkan kepentingan
pembangunan dan pelestarian lingkungan. Disinilah pada akhirnya muncul
berbagai aktivitas komunikasi dari kelompok-kelompok komunitas pemerhati
lingkungan yang mendorong (supporting) dan mengawal pemerintah untuk dapat
mengeluarkan dan melaksanakan berbagai kebijakan yang pro-lingkungan secara
berkelanjutan. Hal ini sepadan dengan hasil riset dalam Laporan KangPisMan 2019
menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kota Bandung tentang program
KangPisMan pun merupakan gerakan dan pendampingan dari berbagai komunitas
pegiat lingkungan yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung untuk
mengatasi permasalahan sampah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Bandung, 2019).

Disinilah komunikasi dalam perspektif green politics berperan, dalam hal
ini pemerintah sudah memiliki kebijakan yang pro lingkungan, dan juga adanya
gerakan partisipasi masyarakat atau stakeholder yang pro lingkungan, namun

bagaimana kebijakan penanganan sampah ini dikomunikasikan oleh pemerintah,
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bagaimana proses komunikasi dalam perumusan kebijakan penanganan sampah,
seperti apa komunikasi kebijakannya, siapa saja yang terlibat dalam membuat dan
mengimplementasikan kebijakan tersebut, kemudian bagaimana peran stakeholder
(pemangku kepentingan), bagaimana dialog yang terjadi, bagaimana partisipasi dan
kolaborasi stakeholder dalam penanganan sampah di Kota Bandung.

Karena, pada dasarnya regulasi atau kebijakan dapat dibuat secara
bergantian sama halnya dengan teknologi dan management tools, yang
membedakan adalah pada penyesuaian atau adaptasi yang tergantung pada adanya
keinginan dan penerimaan masyarakat (Edrus, 2011). Kesadaran masyarakat
(public awareness) inilah merupakan kunci keberhasilan dari partisipasi
masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, dalam
penanganan sampah secara kelembagaan pun Pemerintah Kota Bandung perlu
didukung oleh peran dan keterlibatan atau partisipasi stakeholder.

Brulle dalam Journal of Nature and Culture (Brulle, 2010) menyebutkan
salah satu poin dalam mewujudkan pergerakan sosial lingkungan adalah adanya
restorasi proses komunikasi satu arah menuju ke partisipasi masyarakat secara
keseluruhan, juga menetapkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat menjadi
penting dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Artinya disini upaya
komunikasi lingkungan diperlukan agar mampu melibatkan partisipasi stakeholder,
salah satunya melalui cara deliberative democracy—sebagaimana pendekatan
green politics (Dryzek, 1995), yang mementingkan adanya kesepahaman melalui
konsultatif (musyawarah) antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dan

unsur masyarakat lainnya. Senada dengan (Depoe, Stephen P.; Delicath, John W.;
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Elsenbeer, 2004), (Kamil et al., 2020) bahwa penentuan kebijakan lingkungan perlu
melibatkan pemangku kepentingan dan aktor non-pemerintah secara formal dengan
proses kolektif konsultatif. Kolaborasi yang baik akan mendorong komunikasi yang
sinergis dan multi-arah.

Beranjak dari uraian di atas, penting kiranya untuk melakukan penelitian
tentang komunikasi yang bersifat kolaboratif dan partisipatoris yang dilakukan
Pemerintah Kota Bandung dalam menangani sampah sebagai salah satu isu
lingkungan hidup, dalam hal ini peneliti menyebutnya sebagai komunikasi
lingkungan dalam perpsektif green politics di Kota Bandung. Penelitian ini
menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengungkap dan mengkaji sebuah
kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam
informasi yang diolah melalui penggalian pertanyaan mengapa dan bagaimana,
hingga dapat menemukan realitas dan solusi agar masalah yang diungkap dapat
terselesaikan.

Disinilah kebaruan (novelty) yang peneliti tawarkan dalam penelitian ini,
yaitu mengungkap bagaimana komunikasi lingkungan dalam perspektif green
politics melalui realitas komunikasi kebijakan pemerintah Kota Bandung dan
partisipasi stakeholder secara kolaboratif dalam menangani sampah. Hal ini
menarik karena pada penelitian sebelumnya seringkali ditemukan bahwa
pemerintah mengkomunikasikan kebijakan secara sentralistik tanpa melibatkan

peran masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
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1.2. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1. Fokus Penelitian
Penelitian ini memfokuskan pada “Komunikasi lingkungan dalam
perspektif green politics (Studi kasus komunikasi kebijakan dan partisipasi
stakeholder dalam penanganan sampah di Kota Bandung)”.
1.2.2. Pertanyaan penelitian
1) Mengapa permasalahan sampah selalu menjadi isu strategis Kota Bandung?
2) Bagaimana proses komunikasi dalam perumusan kebijakan tentang
penanganan sampah di Kota Bandung?
3) Bagaimana proses komunikasi dalam implementasi kebijakan tentang
penanganan sampah di Kota Bandung?
4) Bagaimana partisipasi stakeholder dalam penanganan sampah di Kota

Bandung?

1.3.Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka tujuan penelitian ini
yaitu untuk:
1) Mengungkap dan mengkaji permasalahan sampah sebagai isu strategis Kota
Bandung.
2) Mengungkap dan mengkaji proses komunikasi dalam perumusan kebijakan
tentang penanganan sampah di Kota Bandung.
3) Mengungkap dan mengkaji proses komunikasi dalam implementasi

kebijakan tentang penanganan sampah di Kota Bandung.
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4) Mengungkap dan mengkaji partisipasi stakeholder dalam penanganan

sampah di Kota Bandung.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada
perkembangan teori-teori dan konsep ilmu komunikasi, khususnya kajian
komunikasi lingkungan, komunikasi politik dan kebijakan pemerintah melalui
perspektif green politics, sehingga dapat dijadikan model acuan bagi penelitian

sejenis di masa yang akan datang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk menambah khasanah atau
pengetahuan bagi komunikasi pemerintah dalam membuat regulasi yang pro
lingkungan demi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Hasil
penelitian ini bermanfaat tidak hanya bagi kalangan akademisi dan pengambil
kebijakan, namun juga bagi para praktisi media, aktivis lingkungan, pihak swasta
atau perusahaan yang bersama-sama turut menjaga kelestarian bumi, dan juga dapat
menjadi rekomendasi dan evaluasi produk kebijakan yang sudah ditetapkan.
Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran seluruh pemangku
kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan. Ketika sampah dikelola
dengan baik, maka pencemaran lingkungan yang berdampak pada perubahan iklim

pun dapat dikendalikan.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Literatur

2.1.1. Review Hasil Penelitian Sejenis

Penelitian terdahulu terkait kajian green politics maupun komunikasi
lingkungan memiliki beragam sudut pandang. Diawali dengan tesis (Guedes, 1996)
tentang Green Politics, ldeology and Communication, menganalisis secara
terperinci tentang media massa Brasil, melihat bagaimana pandangan tentang isu
lingkungan dikonstruksi dan dipelihara oleh media. Penelitian ini menganalisis
produksi berita lingkungan melalui kombinasi analisis konten, studi kasus dan
wawancara semi-terstruktur secara mendalam.

Penelitian Guedes (1996) menunjukkan bahwa liputan media terkait isu
lingkungan hidup telah dipolitisasi, padahal secara umum dibentuk oleh perspektif
teknosentris, yaitu adanya kepercayaan dan nilai-nilai tradisional, yang
menekankan pada teknologi, produksi dan materialisme, dan menekankan pada
perkembangan media secara ilmiah yang berbeda dari politik. Pada akhirnya
temuan studi ini menunjukkan media adalah aktor kunci dalam definisi, artikulasi
dan popularisasi masalah lingkungan hidup di Brasil. Kesamaan dengan penelitian
ini terletak pada kajian green politics, namun riset Guedes ini melalui pendekatan
analisis isi media massa di Brazil, sedangkan penelitian yang akan dilakukan
mengkaji green politics dengan fokus pada komunikasi partisipatoris dan
kolaborasi pemerintah bersama masyarakat dalam menangani sampah di Kota

Bandung.
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Penelitian sejenis lainnya yang terkait dengan riset yang akan dilakukan
dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari fokus kajian, metode, maupun
objek penelitian, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, berikut di bawah ini akan
diuraikan review penelitian terdahulu sejenis yang dapat dijadikan rujukan dalam
penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. John S. Dryzek. Judul: Political and Ecological Communication.
Dipublikasikan: Journal of Environmental Politics, volume 4, 1995, Pages
13-30, published online 8 Nov 2007. Terindeks Scopus Q1. (Dryzek, 1995)
Literatur ini membahas tentang komunikasi politik dan ekologi melalui prinsip

demokrasi ekologis, adanya rasionalitas komunikatif, demokrasi tanpa batas, dan

koordinasi melalui tatanan spontan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi adalah masalah komunikasi
yang efektif, bukan hanya agregasi preferensi. Biasanya hanya komunikasi antar
manusia tentang kepentingan manusia yang menjadi masalah. Tetapi demokrasi
juga bisa ada atau disangkal dalam hubungan manusia dengan alam. Oleh karena
itu, demokratisasi ekologi merupakan masalah integrasi yang lebih baik antara
komunikasi politik dan ekologi. Prinsip demokrasi ekologis dapat digunakan baik
untuk mengkritik pengaturan kelembagaan yang ada, dan untuk menginspirasi
pencarian lembaga alternatif yang akan mengintegrasikan politik dan ekologi
dengan lebih baik.

Kesamaan studi ini terletak pada adanya aspek demokrasi ekologis, yang
dikatakan sebagai teori demokrasi deliberatif. Hanya saja penelitian ini akan lebih

fokus pada komunikasi lingkungan dalam perspektif green politics yang melihat
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aspek partisipatoris melalui pendekatan demokrasi deliberatif ini diantara

pemerintah dan masyarakat dalam menangani sampah di Kota Bandung.

2. J.Burgess, C.M. Harrison. Judul: Environmental Communication and the
Cultural Politics of Environmental Citizenship. Dipublikasikan: Journal
Environment and Planning A, 1998, volume 30, issue 8, pages 1445 -1460.
Terindeks Scopus Q1. (Burgess & Harrison, 1998)

Paper ini menyajikan analisis komparatif tentang bagaimana perwakilan dari
sektor publik, swasta, dan sukarela dari dua kota, Nottingham (Inggris) dan
Eindhoven (Belanda) menanggapi tantangan komunikasi yang lebih efektif dengan
warga tentang masalah keberlanjutan (sustainability). Analisis diatur dalam konteks
literatur tentang perlunya memperluas partisipasi dalam penentuan 21 kebijakan
Agenda Lokal, dan dorongan untuk bentuk komunikasi yang lebih inklusif dalam
perencanaan dan politik. Anggota lokakarya mendiskusikan hasil survei dan
kelompok diskusi mendalam dengan penduduk setempat yang telah
mengungkapkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap komunikasi lingkungan
dan keahlian lingkungan. Tiga tema dieksplorasi. Pertama, ada konsensus dalam
mengaitkan tanggung jawab untuk keterasingan publik dan perlawanan terhadap
komunikasi lingkungan dengan konten dan gaya pelaporan media. Kedua, ada
konstruksi diskursif yang kontras dari 'publik, yang mencerminkan budaya politik
yang berbeda dengan kajian Nottingham mendukung strategi untuk berbagi
kekuasaan dan pengetahuan lebih luas dari sebelumnya, sedangkan strategi
Eindhoven mengusulkan kekakuan, kejelasan, dan otoritas yang lebih besar dari

negara bagian. Ketiga, menanggapi bukti resistensi publik terhadap seruan untuk



24

praktik yang lebih berkelanjutan, peserta lokakarya di kedua kota berfokus pada apa

yang dapat dan harus dilakukan oleh lembaga itu sendiri untuk memajukan tujuan

lingkungan. Peserta lokakarya di kedua negara mengakui kebutuhan mendesak bagi
organisasi sektor publik, swasta, dan sukarela untuk mencocokkan praktik mereka
sendiri dengan retorika lingkungan mereka.

Hasil penelitian menunjukkan perlunya memperluas partisipasi dalam
penentuan 21 kebijakan Agenda Lokal, dan dorongan untuk bentuk komunikasi
yang lebih inklusif dalam perencanaan dan politik. Anggota lokakarya
mendiskusikan hasil survei dan kelompok diskusi mendalam dengan penduduk
setempat yang telah mengungkapkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap
komunikasi lingkungan dan keahlian lingkungan.

Perbedaan studi ini terletak pada pendekatan yang digunakan yaitu sttudi
komparatif yang lebih menekankan pada perlunya partisipasi publik sebagai bentuk
komunikasi inklusif melalui 21 kebijakan Agenda Lokal di Nottingham dan
Eindhoven. Sementara penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang
fokus pada komunikasi lingkungan dalam perspektif green politics dengan melihat
aspek partisipatoris dan deliberatif dalam menangani sampah di Kota Bandung.

3. Gregg B. Walker. Judul: Public Participation as Participatory
Communication in Environmental Policy Decision-Making: From Concepts
to Structured Conversations. Dipublikasikan: Journal Environmental
Communication Vol. 1, No. 1, May 2007, pp. 99-110. (Terindeks Scopus Q1)

(Walker, 2007)
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Penelitian ini bertujuan untuk membedakan antara pengertian tradisional tentang
partisipasi publik dan komunikasi partisipatif, terutama seperti yang dilakukan di
lingkungan non-Amerika Serikat. Selain itu alat/tools untuk memfasilitasi
komunikasi partisipatif diidentifikasi dan dibahas. Tulisan ini didasarkan pada
pengalaman luas penulis sebagai mediator konflik dan konsultan dan ahli partisipasi
publik. Selama 15 tahun terakhir, penulis telah melakukannya menjabat sebagai
konsultan masalah penyelesaian konflik lingkungan, partisipasi publik, dan
kolaborasi berbasis komunitas untuk badan federal dan negara bagian dan LSM,
termasuk Dinas Kehutanan USDA, Biro Pengelolaan Lahan USDI, Korps Insinyur
Angkatan Darat AS, Departemen Ikan dan Margasatwa Washington, Departemen
Kualitas Lingkungan Oregon, dan Konservasi Alam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi partisipatif sebagai
pendekatan partisipasi publik yang penting. Dalam pengambilan kebijakan
lingkungan hidup perlu mencari partisipasi publik pluralistik, strategi dan alat
partisipatif komunikasi tampaknya penting melalui worksheet percakapan yang
meliputi dialog dan pembelajaran.

Kesamaan penelitian ini terletak pada pendekatan teori yang digunakan yaitu
komunikasi partisipatoris, yang berbeda adalah pendekatan melalui studi literatur,
sementara penelitian ini pendekatan studi kasus dengan fokus pada komunikasi
lingkungan dalam perspektif green politics yang melihat aspek partisipatoris dan

deliberatif dalam menangani sampah di Kota Bandung.
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4. Kaveri Kala, Nomesh B. Bolia, Sushil. Judul: Waste Management
Communication Policy for Effective Citizen Awareness. Dipublikasikan:
Journal of Policy Modeling, Volume 42, Issue 3, May-June 2020, Pages 661-
678. Terindeks Scopus Q2. (Kala et al., 2020)

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja dalam
merumuskan Komunikasi Kebijakan Pengelolaan Sampah yang mengidentifikasi
masalah warga dan saluran (komunikasi) yang tepat untuk membuat kesadaran.
Pengelolaan Sampah Kota memiliki implikasi yang jelas pada kelayakan hidup kota
dan kesehatan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan sampah kota seringkali
dianggap sebagai tanggung jawab Pemerintah saja. Di sisi lain, ada kesepakatan di
seluruh dunia bahwa pemangku kepentingan perlu melibatkan warganya dalam
proses ini karena mereka penghasil utama limbah perkotaan. Namun
kekurangannya adalah kesadaran warga negara dan komunikasi antara Pemerintah
dan warga merupakan hambatan utama dalam pengelolaan sampah kota. Oleh
karena itu, diperlukan beberapa inisiatif kebijakan yang menjembatani komunikasi
tersebut. Penelitian ini menggunakan model Multinomial Logistic Regression
(MLR) berbasis ekonometrika dikembangkan untuk mengidentifikasi saluran
komunikasi yang sesuai berdasarkan kategori sosial-ekonomi dari warga. Model
dan analisisnya memberikan wawasan untuk dapat ditindaklanjuti dalam
merencanakan kampanye yang ditargetkan untuk kesadaran pengelolaan sampah

kota.
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Kesamaan penelitian ini terletak pada perlunya komunikasi dari pemerintah
untuk menyadarkan ma